BUPATL RiTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 4 TAHUN2M7

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKQOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI BUTON,

Menimbang bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan, perlu membeniuk Peraturan Daerah tentang
Kawasan Tanpa Rokuok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959  tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Tingkat 11 di Sulawesi
(Lermbaran  Negara Republik Indonesia Nomor 74,
Tahunl959 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);



10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
(Lembwran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Kesehatan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 506G0),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tombahon Lembaran
Nepera Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana
telah diubah bebecrapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor € Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ienlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintak Nomor 1% Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kcachatan (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 188/ Menkes/PB/1,/2011 dan Nomor 7T
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan

Tanpa Rokok;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Daerah Kabupaten Burton Tahun 2016 Nomeor
112);

Dengan Persetuinan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

Menetapkan :

dan
BLIFATI BUTON

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTAN(G KAWASAN TANPA ROKOK.



BAB I11
PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1] Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan KTR di wilayah
daerah.
(2] KTR sebagaimana dimaksud pada aat (1) meliputi:

a fasilitas pelayanarn kesehatan;

=)

tempat proses belajar mengajar;

tempat anak bermein,

e oo

termpat (badah;

1]

tempat kerja;

g

ternpat umum;
g. angkutan umum; dan
h. tempat lainnya yang ditetapkan Bupati.

(3) KTR tidak termasuk batas terluar di area sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasul 5

Fasilitas pclayanan keschatan scbagaimana dimaksud pada
Pasal 4 ayat (2) huruf a, mecliputi:

a. rumah sakit;

b. balai kesehatan;

c¢. puskcsmas;

d. bezlai pengobatan;

e. bglai kesejahteraan ibu dan anak;

f. klinik kecantikan,

g. klinik perawatan penderita narkoba;
h

. tempat praktek dokter/ dokter gigl/ dokiler hewan;

-

rumah berealin;
tempat praktek bidan/pcrawat;
k. klinik kesshatan;

[

[

apotek/toko obat;
m. laboratorium kesehatan; dan

n. sarana kesehatan lainnya.



BAB IL
ASAS DAN TUJUAN

DBagian Kesatu

Asax

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

£,

b.

c
d.

@

o

SER S

kepentingan kualitas kesehatan manusia;
keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
kemanfaatan umum;

keterpaduan;

keserasian;

kelestariar dan berkelanjulan;

partisipasi,

keadilan; dan

tranparansi dan alaintahilitas.

Bagion Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penelapan KTR berfhguan untke:

a.

memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi
perokok aktif dan/ atau perokok pasif;

memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan schat
bag: masyarakat;

melindungi  kesehatan masyarakat secara umum  dar
dampsk buruk merckok baik langsung maupun tidsk
langsung;

mcnciptakan lingkungan vang bersith dan schat, bebas
dari asap rokok;

meningkatkan kesejahieraan masyarakal; dan

mencegah perokok pemuls.



13.

14,

15.

16.

18.

5.

20,

21.

.

Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang
digunakan untuk kegiatan helajar, mengajar, pendidikan
dan/ atau pelatihan.

Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat
diakses cleh masyarakat umum dan/atau tempat yang
dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan
masyarakat yvang dikelola olch pcmerintah, swasta dan
masyarazat.

Tempat kerja adalah Uap ruangan alau lapangan tertutup
atzu terbuka atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau
yvang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha
dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber
bahava.

Tempat anak bermain adalah tempat anak bermain
adalalh area tertutup maupun ierboka yang digunakan
untuk kegidatan bermain anak-ansak,

.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup

vang memiliki ciri-eiri tertentu yang khusus dipergunakan
untult beribadah bagi para pemeluk masing-masing
agama secara permancn, tidak termasuk tempat ibadah
keluarga.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upava
pelavanan kesehatan, baik promotif, preventif, kurartif
maupun rehabilitatif vang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah deerah, dan/atau masyarakart.

Tempat urmnum adalsh tempat atau sarana tertutup vang
diselenpgarakan oleh Pemerindah, Swasia alau Perorangen
vang iigunakan unlok kegialan bagi masyarakal,

Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat
vang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara
binsanya denpan kompensasi.

Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan,
memasyarakatkan  dan/  atau mempromosikan  rokok
denpan atau tanpa imbalan kepada masyaraskat dengan
tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan
rokek yang ditawarkan.

Smoking Area adalah kawnsan atau area yang khusus
discdiakan untuk mcrokok.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

LO.

L1.

L2,

Dacrah adalah Kabupaten Duton.

Pemerintah  Daerah adalahh Bupad sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonorm.

Bupati adalah Bupati Buton.

Orang adalah orang perscorangan atau badan usaha, baik
berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus
termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari
tanaman nicotiana tabacum, nikotiana ruscita dan spcsis
lainnva atau sintetis yang mengandung nikotin dan tar
dengan atau tanpa bahan tambahan.

Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjuinya disingkat KTR
adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang
untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi,
dan/atau penggunaan rokok.

Pimpinan atsu penanggungjawab adalah orang vang
karena jabatannya memimpin dan/ atau
hertanggiinpjawab atas kegiatan dan fatau usaha di
kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rcokok, vang
selanjutnva disebut Satgas KTH adalah satuan tugas vang
dibentuk oleh Bupati untuk menegakan aturan KTR.

Keschatan adalah keadaan schat baik secara fisik, mental,
smiril Al maupun sosial yang memungkinkan seliap orang
untuk hidup produkitif secara sosial dan ekonomis.

Merckok adalah kegiatan membakar dan/ atau menghisap
rokok.

Perokok adalah setiap orang yang sccara langsung
menghisap asap rokok dart rokoknya yang sedang
dibmkar.

Perokok pasif adalah setiap orang yang bukan perokok

namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok
vang dikeluarkan oleh perokok.



Pasal G
(1] Tempat proses belajer menggjar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
a. tempal pendidikan formal; dan
b. tempat pendidikan nonformasl.

(2] Tempat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurut a, meliputi:

a. Sekolalhh Dasar (3D), Madrasah 1idaiyathr (M) atau

bentuk lain yang sederaja;

b. Sekolah  Menengah Pertama (SMF), Madrasah
Tsanawiyah (MT?3) atau bentuk lain yang sederajat;

c. Sekolah Mencngah Artas (SMA), Madrasyvah Alivah
(MA), Sckolah Menengah Kejuruan [(SMK) dan
Madrasvah Aliyah Kejpruan (MAK) atau bentuk lain
yang sederajar;

d. Akademni, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau
Universitas; dan

e. tempat pendidikan formal lamnya.

(3] Tempat Pendidikan Nonformal sehagaimana dimaksod
pada avat (1) huruf b, meliputi:

a. lembapa kursus, pelatihan;
b. taman kanak-kanak, atau bentuk lain yang scderajat;
. seEnggar kegalan belajar mengajar; dan

d. tempat pendidikan nonformal lainnya.

Pasal 7
Tempat anax bermain sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
ayat (2) huruf ¢, mclipun:
a. lempal kelompok bermain anak (Play Group),
b. Tempat Penitipan Anak (TPA); dan

¢. tempat anak bermain lainnya vang sejenis.

Fasal &

Tempat ibadah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
hruf d, meliputi;

a. masjid/mushola;
b. gereja;

Cc. pura;



d,

£

f.

wihara;
klenteng; dan

tempat ibadah lzinnya.

Pasal 9

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf g, meliputi:

H.

b.

A brik;

gedung perkantorsn, baik pemerintah maupun swasta;
dan

. tcmpat kerja lainnya.

Pasgz] 10

Tempal umum sehagaimana dimaksod dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b, antara lain:

a!
b.
.

d.

pertokoan /mall,
hotel;
restoran /rumah makan/ jasa boga;

bioskop; dan

e. lempal umum lamnya.

(1)

(1]

Pasal 11

Tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf 1, adalah tempat
terbuka yang dapal ditpanfaatkan bersams-sama untuk
kegiatan masyarakat.

Pentapan tempat lainnya sebagai KTR sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan
Bupat: atas usul Pimpinan atau Penanggunjaweb tempat
yvang bersangkutan.

BAB [V
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Sctiap crang dilarang mcrokok di tempat atau area yang
ditctapkan scbagai KTR, kecuali pada Smoking Arca yang
relah ditentukan.



(2]

(1)

(<)

(3]

(4)

(5)

(1)

Selain larangan merckok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), setiap aorang yang berada dalam KTR dilarang
untuk:

a. memproduksi atau membuat rokok;

b. menjual rokok;
menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
d. mempromosikan rokok.

Pazal 13

Pimpinan atzu Penanggungjawab wajb menerapkan KTR
pada tempat yang menjadi tanggungjawabnya..

Scbelum mencrapkan KTR sebagaimana dimaksud pada
ayart (1), Pimpinan alau Penanggungjawah harus
melakukan  sosialisasi dan/atag memberikan informasi
mengenai kebijakan KTR.

Dalam menerapkar KTR sebagaimana dimaksud pada aat
(1}, Pimpinan atau Penanggungjawab berwenang:

a. memasang rambu/tanda dilarang merokok pada area
KTR;

b. menegur setiap orang yang melanggar ketentuzn
dalam KTR yang menjadi tanggungjawabnya; dan

c. memerintahkan sctap orang vang tidak
mengindahkan teguran scbagaimana dimaksud dalam
huruf b untuk meningealkan KTR yang menjadi
tangeungjawahnys.

Pimpinan atau Penanggungiawab wajib membuar dan

menyampaikan laporan secara tertulis penerapan KIR

pada tempat vang menjadi tangsungawabnyva kepada

Bupati paling scdikit 1 {satu)} kali dalam sctahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan dan
pelaporan KTR diatur dengan Peraturan Bupati.

BABV
SMOOKING AREA

Paszal 14

Pimpinan atau Penanggungjawab hanyva  dapat
menyediakan Smooking Area pada tempat kerja dan
lemmpal umuorn yang diletapkan sebagail KTR sebagaimana
dimaksud dalam Pzsal 4 ayat (2) huruf e, dan hurof



(2) Smoking Area sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), harus
memenuhi persyaratan:

e,

1.

C

d.

e

f.

.merupakan ruang terbuka atau ruang yang

berhubungan langsung dengan udara luar schingga
udara dapat bersirkulasi dengan baik:

lerpisah dari gedung/ tempat/ruang utama dan ruang
lain yang digunakan untuk beraktifitas;

. jauh dar: pintu masuk dan keluar;

Jauh dari tempat crang berlalu lalang;
dipasang landa frembn /petunjuk Smoking Area;

khusus untuk gedung yang tidak memiliki ruang
terbuka, dilengkapi denpgan alat penghisap udara ateu
memilila sitem sirkulasi udara yang memadai,

. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan punbung

rokok; dan
.dilengzapi data dan informasi bahava merckok bagi
kesehatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1} Bupati melakukan pembinaan umum atas:

a. teraujudnya KTR d: daerah; dan

b perlindungan kepada warga inasvarsakatl da bahaya

rokok.

{2) Perlindungan kepada warga masyarakat dan bahaya
rokolk sebagnimana dimaksud pada ayat (1) hurat b,
antara lain dilakukan mclalu kegiatan
memasyarakatkan bahaya merckok, denga cara:

a. kampanye dan gerakan peneendalian konsumsi
rokolk;

b. roadshow bahaya dan dampak merokok;

e, pengdadasn lombs [ konles dota elimimast konsumsi
rokok;
d. sosialisasi adanya klinik berhenti merokok;

e. gerakan dan maobilisasi  sosial pencegahan  dan
pengendalian konsumsi rokok melalui
sosialisaasi/scminar,/ saraschan,



t. pelaksanaan pers briefing;
g pcenyuluhan/Komunikasi, [nformasi dan Edukasi
[KIE| secara rutin mengenai bahaya merokok;

h. optimalisasi kegiatan Promosi Kesehstan di Rumah
Sakit berkaitan dengan upaya pencegahian dan
pengendalian konsumsi rokok;

1. pembuatan iklan layanan masyarakat mengenai
dempak konsumsi rokok melalui berbagai media
sosial baik cetak maupun elektronik;

1. pemasengan media promos: kesehatan lainnya
secara tematik dan serentak pada fasilitas
kesehatan; dan/atau

k. pemasangan billboard iklan bahayva merokok dan
bahaya asap rokols di tempat tempat publik.

(2) Untuk  melaksanakan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati medelepasikan
kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait.

(4) Eetentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan
sebagaimanas dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupari.

FPasal 16

(1) Bupati melzkukan pengawasan terhadap penegokan
KTR di daerah.

(2) Untuk melaksanakan pengawasan  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan
kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait.

(3) Apabila diperlukan, Bupati dapat membentuk Satgas
Peregak KTR.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KTR
diatur dengan Peraturan Dupari.

BAB VIl
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Masyarakst berperan serta dalam mewujdkan KTR di
daerah,



(2) Pcran scrta masyarakat scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

a. memberikan sumbangan pemikiran terkait KTR di
daerah;

b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk
mewujudkan KTR;

. melakukan penyeharluasan informasi KTR kepada
masyarakat; dan

d. melaporkan setiap orang vang terbukti melanggar
ketentuan pada KTR Lkepada Pimpinan atau
Penanggung jawab.

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serra
masydarakal dalam mewujudkan KTR di daerah diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAR VIN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

(1) Pbmpman atau Penanggunglawab vyang melanggar
ketentuan Pasal 13 avat (1) dan ayat [4), dikcnakan sanksi
administrasi, berupa:

A sanksi disiplin bagi Pegawail ASN; alau

b. pembekuan atau pencabutan izin kegiatan bagi pihak
swasta.

(2) Penerapan sanksi admnistrasi scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.

(3) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimalesud
pada ayar (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang undanngan yang berlaku.



BAB IX
FENYIDIKAN

Pazal 19

(1] Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

(2}

(3)

(1]

Pemerinteh Daerah  diberi wewenang khusus  sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas
pelanggaran  Peraturan Daerak i, sebagaimana
thimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acsra Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabat pegawsl negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintan Daerah yang diangka: oleh pejabat vang
berwenang  sesuai  dengan keteniusn peraturan
perundang-undanpgan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1)
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenasn dengan tindak
pidana agar kelerangan alau laporan lersebor menjadi
lebih lengkap dan jclas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak
pidans;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak midana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
Lokt pemnbukuan, pencalalan, dan duokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuen tenaga ahl dalam rangka
pelaksanazan tugas penyidikan tindak pidana!

g menyurubh  berhenti dan/atau  melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksanan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dilmawa;

h. memotret scseorang vang berkaitan dengan tindak
pidana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sehagal tersangka atau saksi;

]. menghentikan penvidikan; dan/atau

k., melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundanpg-undangan,

Penyicik  sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dirmulainya penvidizan dan
menyampaikan  hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum mclalun Penvidik pejabat Dolisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang



(1)

(3]

(4]

(2]

BAEB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Setiap orang yang melangear ketentuan Pasal 12 ayat (1),
dikenakan pidana denda sehesar Rp. 100 000,- (seratus
ribis Tupiah).

Setiap crang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Paszal 12 ayat (2), diancam dengzn
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).
Tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayvat |2) adalah peclanggaran.

Denda sebagaunana dimaksud pada ayal (1) dan ayal (2)
diselorkan ke Kus Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Sebelum ketentuan sanksi administrasi dan sanksi
pidana sebapaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20
diteraplkan, Bupati melalkkukan pembinaan secara
kontinyu paling lama 1 [satu] tahun scjak Peraturan
Daerah ini diundangkan.

FPemmbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Tin yang dibentuk oleh Bupati.



DAB XII
KETENTUAN PENUTLP

Pasal 22

Peraturan pelaksanagan Peraturan Daerah ini  harus
ditetaplkan paling lema 2 (dua) tahun sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Dacrah 1 mulai  berlaku pada tanggal
divmdangkan.

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Deerah Kabupaten
Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 7 April 2017

. BUPAT! BUTON,

-

R‘:-"'—-—.'."h.___
;ﬁ(BM{T




BAD XII
KETENTUAN PENLUTLIP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah in1  harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peratursn
Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Pcraturan Daerah imi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya  dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Buten.

Ditetaplkan di Pasarwajo

pada tanggal 7 April 2017
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

UMUM

Merokok telah menjadi kebutuhan hidup sebagian besar manusia
di dunia. Persoalannya, merokck menjadi perilaku yang lenomensl.
Sebagal suatu perilaku, secara sosial diakui, pada sisi yang lain,
dianggap berbahaya schingga meorokok menjadi perbincangan sehagai
perilaku buruk yvang membahayakan tidak saja para perokok, melainkan
kepada orang yang lidak merokok dan lngkungan hidup.

Upayse untuk mengatasi dampak ncgatif dari rokok dcngan jalan
menghentikan perilaku merckok tentu hal inl sulit. Rokok telah menjadi
kebutuhan banyek orang. Sclain sisi kcbutuhan, dar sudut ckonoma,
rokck menjadi kegiatan industri sehingga menyerap pekerja rokok yang
angkanya tcleh mcenjadi ribuan orang,

Langkan yvang ditempuh, mengatasi dampali rokok bapm kesehatan
diekukan dengan cara preventif. Lebih ke arah menyadarkan perokok
agar dengan dirinva sendiri menghentikan kebiasaan merokok dan
menghalangi munculnya perokok-perokok baru tentunya lebih banyak
dari generasi muda. Tindalkan prevenuf dilalkukan melaluat sosialisasi
Himbauvan tentang bahava rokok dan merokok dilakukzsn  dengan
berbagol cara dengan menggunakon medin yang tersedia atau yang di
buat sedemikian mapa.

Apapun bentuknya rokok scbagail faktor penggangu bagi keachatan,
bukan lagi suatu realitas yang mungkin, tetapi telah menajdi sebuah
fakta. Rokok dan penlakxu merokok. perlu di tangani scbab telah menjadi
geiala vang nyata dapat merusak kesehatan sebagai karunia Tuhan dan
olch konstitusi dan perundang-undangan ditetapkan keaehatan adalah
hak dasar manusiz. Kondisi simalakama tidak dapat dibiarkan
berlanisung, meka perilaku merckok. perlu ditangani dengan baik sebagai
kenvataan sosial yang menggangn keseharan.



1.

Sebagai negara yeng berdasarkan hukum, maka rokok dan
mcrokok scbagal fcnomcena sosial yvang unik, harus mendapat kepastian
hukum. Keakuran masvarakat mengenai perilaku merokok, tidalk dapat
dibiarkan begitu saja. Bagaimanapun, rokck dan pcrilaku mcrokok
diterima secara netral, terapi dampsk negatifnyz harus dicegah. Qleh
karena 1tu, perilaku merokok dipandang sebagai perbuatan hukum yang
akan menimbulkan akibat hukum. Merokok bukanlah hal yang dilarang,
mclainkan cara mcrokck vang akan mcnjadi perbuatan  hukum
dimaksud.

Pemerintah  telabh mengelurakan berbagai regulasi baik dalam
bentuk undang-undang mseupun penjabarnya dalam peraturan
pemerintah dan  peraturan  teknis melaluln peraturan mentenn yang
berwenang. Kewenangan pemerintan daerah untuk menangani rokok dan
dampaknya, merupakan kewenagan  atributif yang diberikan  oleh
perundang-undangan negara. Kesehatan menjadi urusan wajib yang
bersifal dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, Pada sisi
vang lain, pemerntah daerah di berikan hak untuk mengztur cara
merinkok melalui penalaan KTR. Karenag ilu @amanah perintah perundang-
undangan vang lebih tinggl, maka pemerintah daerah hendaknya
memberikan jaminan kepastan hukum melalul pembentukan peraturan
daerah sebagail penjabaran dari asas asas hukum mengenal rokok dan
norma-normsA hukum dari perundang-undangan lebib tinggi untuk lebih
discsuaikan dengan kondisi masyarakat di deerah.

Berdasarkan  beberapa  pertimbangan tersebut Pemerintah
Kebupaten DButon, berkewajiban mcembetuk produk hukum daerah
mengenal rokok dan dampaknya dengan mengatur perilaku merokok
warga masyarakatnva mclalui Peraturen Dacrah tentang Kawasan Tanpa
Rokok.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
a. Yang dimaksud dengan “asas kepentingan kualitas kesehatan
manusia® acalab penyelenggsraan KR semata-mata untuk
meningkatakan  dcrajat kualitas  kesehahatan  warga
masvarakat;



b. Yang dimaksud dengan “asas kescimbangan kesehatan manusia
dan lingkungan” adalah pembangunan keschatan harus
dilaksanalkan secara berinbang antzra kepeniingan individo
dan kelestarian lingkungan;

c. Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah KTR
harus memberikan manfaat vang besar-besarnya bag
kemanusiaan dan perikechidupan vang schat bagi sctiap warga
ncgara dan/ atau masyarakat;

d. Yang dimeksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam
melaksangkan KTR dilakukan  dengan memadukan berbagai
unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;

e. Yang dimaksud dengan “Asas Keserasian” adalah KTR harus
memperhatikan berbagan aspek, seperti kepentingan ekonomi,
sosial, budaya, dan keschatan;

f. Yang dimaksud dengan *“asas kelestarian dan berkelanjutan”
aclalah seliap orang memikul kewajiban dan tanggung jawalb
rerhadap gernerasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam
satu generasi denpan melakukan upaya mempertahankan KTR
dan pencegahan terhadap perokok pemula;

g. Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota
masvarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses
pengambilan kepuiusan dan pelaksanaan KTR, haik secdara
langsuing maupun tidak langsung;

h.Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pelaksanazn
KTH cdilakukan harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagl sctiap warga ncgara dan/ atau masyarakat,
baik lintas generasi maupun lintas gender;

i. Yang dimakswd dengan “asas banparanst dan akuntabilitas®
adalah setiap warga masyardakal dapal dengan mudah unluk
mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jclas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas



Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jclas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup .Jelas
Pasal 13

Cukup Jeclas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup.Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 1S

Cukup Jelus
Pasal 20

Cukup Jclas
Pasal 21

Avat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan secara kontinyu”
adalah dengan melaltultan berbagal kegiatan dalam rangka
mensosialisasikan sccara terus menerus kebijakan KTR
kepada stake holder sclama jangka waktu 1 (satu) tahun
sejak Peraturan Dacrah ini diundangkan.

Avat (2)
Cukup jelas



Pasal 22

Culup jelas
Pagal 23

Cukup jclas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017
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